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PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI PERATURAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

a.

bahwa untuk meningkatkan kualitas peraturan
perundang-undangan dan pelayanan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, perlu diatur tata cara
pembentukan dan publikasi peraturan perundang-
undangan secara terencana, akurat, dan sistematis;

bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pembentukan dan Publikasi
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Mengingat

Peraturan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan
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Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1753);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan
dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan
Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1134);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen
dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonsia
Tahun 2019 Nomor 692);

9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun

2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI
PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan yang selanjutnya disebut Peraturan BPKP
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan berdasarkan materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.

Peraturan Pimpinan Tinggi Madya adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang ditetapkan
oleh Pimpinan Tinggi Madya dan mengikat secara umum
di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.

Perancang  Peraturan Perundang-undangan  yang
selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri
Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional
Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penyusunan instrumen
hukum lainnya.

Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.



10.

11.
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Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan dan
menyusun Peraturan BPKP atau Peraturan Pimpinan
Tinggi Madya.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah
materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat JDIH BPKP adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum pada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara
tertib, terpadu, dan  berkesinambungan, serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa
Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum
selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi
namun tidak terbatas pada putusan pengadilan,
yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah
hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian
hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan
mengenai Dokumen Hukum.

Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa
pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat
dalam ketentuan Peraturan Badan ini tetapi memiliki
kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-

hal yang diperlukan atau penting.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.
b.
C.

d.

tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
format Peraturan Perundang-undangan; dan

pengelolaan dan publikasi Peraturan Perundang-



